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KONSEP HARGA LELANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro) 

 

ABSTRAK 

 

OLEH:  

MIFTAHUL HUDA 

NPM. 14118754 

Konsep harga lelang barang gadai dalam ekonomi Islam pada Unit 

Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro pihak pegadaian melihat harga 

pusat dan melakukan surve harga pasar melalui internet untuk mengatur harga 

dasar lelang yang telah ditentukan dari pegadaian pusat. Harga dasar lelang adalah 

harga dasar untuk menentukan harga total minimal dari barang jaminan yang telah 

masuk tanggal lelang. Agar tidak menemukan kesalahan taksiran, barang ditaksir 

kembali untuk memperoleh harga penjualan lelang yang sebenarnya, namun 

apabila terdapat kesalahan taksir maka yang bertanggung jawab adalah penaksir 

dan nasabah yang bersangkutan. harga lelang merupakan harga minimal 

pembelian suatu barang sehingga pembelian tidak boleh kurang dari harga 

tersebut. Biasanya barang yang telah masuk tanggal lelang pihak pegadaian 

memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminannya sudah jatuh 

tempo, jika nasabah dari barang jaminan tersebut tidak melakukan perpanjangan 

maka pihak pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut. 

Dalam hal ini yang menjadi pelaksanaan lelang adalah pihak pegadaian dan yang 

menjadi pembeli adalah peserta lelang. 

Tujuan penelitian yang diangkat dalam tema diatas adalah untuk mengetahui 

bagaimana konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam pada 

Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro. Metode penelitian ini 

menggunakan wawancara, dokumentasi. Kemudian setelah data terkumpul lalu 

dianalisis menggunakan model kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan harga 

dalam ekonomi Islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga 

yang adil yang memberikan perlindungan kepada nasabah. Konsep harga dalam 

sistem lelang adalah harga ditentukan oleh juru lelang melakukan surve ke pasar 

setempat dan pasar pusat. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan 

pihak nasabah. Walaupun penerapan konsep harga lelang dalam ekonomi Islam 

pada Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro belum sempurna. 
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MOTTO 

 

                        

                         

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup 

mandiri dan sendiri, terlepas dari bantuan orang lain. Karena itu, Islam 

mengajak dan mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, saling bantu 

membantu, dan menjalin hubungan baik antar sesama.
1
 

Didalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu 

ketika. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang 

kepada pihak lain, apakah kepada rumah penggadaian atau kepada perorangan. 

Pinjaman itu harus disertai dengan jaminan.
2
 

Para Ulama semuanya sepakat membolehkan akad Rahn (az-Zuhaili, 

Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181). Hal ini berdasarkan Fatwa 

DSN-MUI  No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
3
  

Pinjaman uang dengan sistem jaminan barang dikelola oleh suatu 

perusahaan jawatan yang terkenal dengan mottonya “Mengatasi Masalah 

Tanpa Masalah” yaitu perusahaan jasa pegadaian. Pada kenyataannya memang 

pegadaian telah banyak membantu masyarakat, terutama masyarakat ekonomi 

lemah dengan jasa pinjaman uang. Perusahaan ini memiliki banyak produk 

                                                             
1
 Haryanto Al-Fandi, Etika Bermuamalah Berdasarkan Alquran & Sunnah, (Jakarta: 

Amzah, 2011), h. 144 
2
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2003), h. 253 
3
 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 109 



2 

 

 

yang mungkin cocok untuk seseorang yang membutuhkan dana dalam jangka 

pendek.
4
 

Jika dalam waktu yang telah ditetapkan ternyata si berhutang atau yang 

menggadaikan barang tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak pemegang 

barang gadai akan melelang barang gadai untuk menutupi pinjamnnya dengan 

cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.
5
 

Model lelang dalam sistem jual beli Islam pun dikenal, asal apa yang 

dilakukan dengan memberikan harga dan penawaran bukan sebagai upaya 

penipuan bahwa harga barang supaya tinggi yang sebenarnya tidak diinginkan 

oleh penawar yang terlibat. Artinya, dalam transaksi syar’i apa yang dilakukan 

memang benar-benar transaksi. Disinilah gharar atau penipuan terhindar.
6
 

Lelang dalam Islam adalah apabila waktunya telah habis, (jatuh 

tempo), orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, 

jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengijinkan barangnya dijual untuk 

kepentingan pelunasan tersebut, maka hakim berhak memaksanya untuk 

melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan hutang tesebut.
7
 

Negara Islam, sejak Rasulullah SAW di Madinah fokus pada masalah 

keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam 

mewujudkan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam 

mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah 

                                                             
4
 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 79 

5
 Ibid. 

6
Asep Saepudin, dkk, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2013), h. 256. 
7
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 12, Alih Bahasa H. Kamaluddin, (Bandung: PT. Al-

Ma’arif, 1996), h. 14 
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ketidakstabilan harga. Oleh karena itu dalam ekonomi Islam juga yang 

menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan.
8
  

Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam 

mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan hubungan  lain diantara 

anggota masyarakat. Pada konsep harga adil pihak penjual dan pembeli sama-

sama merasakan keadilan, artinya tidak melukai dan tidak merugikan orang 

lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah tindakan kezaliman.
9
 

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah 

seperti manipulasi, kolusi, maupun permainan kotor lainnya. Permasalahan 

harga memang merupakan masalah yang berada diantara dua aspek yang 

berbeda yaitu aspek bisnis dan aliran agama yang mengatur segala bentuk hal 

yang ada dalam kehidupan manusia. 

Berbicara tentang gadai pada Unit Pegadaian Syariah Kota Metro yang 

beralamatkan di 15 A Iringmulyo, perusahaan Pegadaian Syariah Kota Metro 

memberikan pelayanan jasa yang bergerak dibidang gadai. Dimana tugasnya 

antara lain memberikan pinjaman uang kepada masyarakat yang 

membutuhkan dengan jaminan barang-barang (gadai). Disamping itu 

pegadaian tersebut juga bertujuan untuk memberantas (menghilangkan) 

rentenir atau lintah darat yang dapat memberatkan masyarakat dalam 

memberikan pinjaman uang.
10

 

                                                             
8
 Johan Arifin, Fiqih Perlindungan Konsumen, (Semarang: Rasail, 2007), h. 66  

9
 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramata 

Publishing, 2010), h. 213 
10

 Wawancara dengan Pimpinan Unit Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro pada 06-09-2018 

pukul 09.53 WIB. 
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Unit Pegadaian Syariah Kota Metro tentunya mempunyai dasar 

tersendiri dalam menentukan mekanisme pelelangan. Pelelangan terjadi 

apabila barang gadaian sebagai jaminan uang pinjaman tersebut tidak ditebus 

sampai tanggal jatuh tempo dan nasabah (pemilik barang) tidak 

memperpanjang waktu kreditnya. Menurut ketentuan yang berlaku di Unit 

Pegadaian Syariah Kota Metro, pelaksanaan lelang dapat menggunakan 

persyaratan tertentu seperti si pihak pegadaian dapat menolak tawaran yang 

dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga 

terendah/cadangan.
11

 

Menurut pimpinan Unit Pegadaian Iringmulyo 15 A Kota Metro tidak 

jarang terjadi penawar lelang menawar barang yang dilelang dibawah dari 

harga penawaran. Akibatnya hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk 

menutupi hutang nasabahnya. Kekurangan tersebut dibebankan ke nasabah 

yang bersangkutan.
12

 

Namun, menurut penaksir barang pada Unit Pegadaian Iringmulyo 15 

A Kota Metro, selama ini banyak terjadi nasabah yang tidak 

bertanggungjawab atas kekurangannya tersebut, maka kekurangan hutangnya 

dibebankan ke penaksir. Seharusnya hutang tersebut dibebankan kepada 

nasabah Dalam hal ini penaksir merasa dirugikan.
13

 

Lain halnya dengan salah satu nasabah Pegadaian tersebut, dari hasil 

pelelangan kemungkinan ada uang lebih. Artinya terdapat sisa uang yang 

                                                             
11

 Ibid. 
12

 Ibid., Pada 21-12-2018 Pukul 10.23 WIB. 
13

  Wawancara dengan Penaksir barang Unit Pegadaian Iringmulyo 15 A Kota Metro pada 

26-12-2018 Pukul 11.07 WIB. 
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sudah diakumulasi, yang seharusnya uang tersebut memang diberikan kepada 

nasabah yang bersangkutan. Namun, Uang lebih tersebut ditahan selama satu 

tahun dipegadaian dengan alasan nasabah tersebut tidak bisa dihubungi, 

setelah satu tahun uang tersebut tidak diambil maka uang tersebut diberikan ke 

Pegadaian pusat untuk dana infak. Kata Murdiana.
14

 

Kemudian yang menjadi permasalah yaitu adanya kemungkinan dalam 

penerapan konsep untuk menentukan harga barang lelang tidak sesuai dengan 

syarat dan ketentuan lelang. Artinya ada beberapa pihak yang dirugikan dan 

yang diuntungkan. Mengingat harga dalam Islam adalah harga yang adil maka 

untuk mencapai harga barang yang akan dilelang harus adil. Konsep yang 

dimaksud disini adalah segala proses untuk tercapainya harga barang yang 

akan dilelang. 

Melihat masalah di atas, maka peneliti bermaksud meneliti secara 

Ekonomi Islam mengenai konsep harga lelang dalam bentuk penulisan skripsi 

dengan judul “KONSEP HARGA LELANG MENURUT PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH 15 A KOTA 

METRO”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan penelitian 

dapat dirumuskan Bagaimana penerapan konsep harga lelang pada Unit 

Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro menurut perspektif ekonomi Islam? 

 

                                                             
14

  Wawancara dengan Nasabah Unit Pegadaian Iringmulyo 15 A Kota Metro pada 26-12-

2018 Pukul 14.26 WIB. 
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C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan sebuah 

perencanaan kerja sudah dapat dipastikan memiliki tujuan sebagai cita-cita 

kegiatan tersebut, termasuk dalam penelitian karya ilmiah. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

bagaimana penerapan konsep harga lelang pada Unit Pegadaian Syariah 15 

A Kota Metro. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti 

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang konsep Harga Lelang menurut presepektif ekonomi Islam pada 

lembaga keuangan syariah. 

b. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-

pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih 

lanjut. Dan untuk menambah informasi yang bermanfaat bagi pembaca 

yang berkepentingan serta sebagai salah satu sumber referensi bagi 

pembaca dalam mengatasi permasalahan yang sama. 

D. Penelitian Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Izhar Lutpi  dengan Judul “Lelang Lebak 

Lebung di Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Ditinjau Menurut 
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Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode Deskriptif 

kualitatif dengan hasil penelitian bahwa lelang lebak lebung yang terjadi 

pada masyarakat Desa Sentul ialah lelang yang dilakukan dihadapan orang 

banyak dan tertutup untuk umum dengan cara penawaran harga kedalam 

sampul tertutup dan ditinjauan hukum Islam tidak ada larangan dalam 

Syariat Islam karena lelang merupakan bagian dari konsep jual beli, objek 

lelangnya jelas dan bukanlah termasuk jenis barang yang haram untuk 

diperjualbelikan dilakukan atas kesepakatan suka sama suka dan unsur 

kerelaan. 
15

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yayah Kamsiyah “Analisis Perspektif  

Syari’ah Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian 

Cabang Indramayu”. Penelitian tersebut terdapat pemaparan perhitungan 

proses jaminan, sehingga dalam hasil analisanya tidak hanya menjelaskan 

perspektif Hukum Islam terhadap proses lelang barang jaminan, melainkan 

juga tentang perhitungan proses lelang barang jaminan. Dalam skripsi ini 

permasalahan yang timbul karena pembeli terlambat membayar uang 

cicilan tiap bulan dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka barang 

tersebut dijadikan barang lelang dan pembeli harus menyetorkan barang 

yang akan dijadikan barang jaminan.
16

 

3. Penelitian yang dilakukan Oleh Mansyur Hakim dengan judul “Jual Beli 

Sistem Lelang (Studi Komparatif Aantara Hukum Islam Dan Hukum 

                                                             
15

 Izhar Lutpi, “Lelang Lebak Lebung Di Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Ditinjau 

Menurut Hukum Islam”, 2009. 
16

 Yayah Kamsiyah, “Analisis Perspektif Syari’ah Terhadap Proses Lelang Barang 

Jaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Indramayu”, 2007. 
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Positif)”. Skripsi ini menjelaskan persamaan dan perbedaan jual beli 

sistem lelang menurut hukum Islam dan hukum positif. Jual beli lelang 

baik menurut sistem hukum Islam maupun hukum positif sama-sama 

membolehkan jual beli tersebut, berdasarkan aturan dan tata cara 

pelelangan tanpa merugikan kedua belah pihak. Sedangkan perbedaan 

yang mendasarkan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai jual 

beli sistem lelang ialah pada penyetoran uang jaminan pada juru lelang dan 

sistem pajak  yang dibebankan pemerintah kepada pihak pembeli, 

sedangkan dalam hukum tidak ada penyetoran uang jaminan dan tidak ada 

pajak dalam praktek jual beli sistem lelang karena hasil lelang lebih 

berorientasi kepada amal sosial.
17

 

Berdasarkan penelitian terebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda yaitu Membahas 

tentang sistem penjualan barang yang akan di lelang, walaupun memiliki 

fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu yaitu pelelangan barang 

jaminan gadai. Sedangkan, penelitian ini lebih ditekankan pada Konsep 

Penentuan Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam Pada Unit 

Pegadaian Syariah Kota Metro. 

 

 

 

                                                             
17

 Mansyur Hakim, “Jual Beli Sistem Lelang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan 

Hukum Positif)”, 2007. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Harga Lelang 

1. Pengertian Gadai Syariah 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang harga lelang, Terlebih 

dahulu peneliti kemukakan pengertian-pengertian yang berkait dengan 

permasalahan yang dibahas pada bab ini : 

Gadai (Rahn) adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu 

barang sebagai tanggungan utang. Gadai dalam bahasa Arab adalah Ats-

tsubutwa ad-dawam yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam 

kalimat maunrahin, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan 

firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir ayat 38 sebagai berikut: 

             
 

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya”. (QS. Al-Muddatstsir : 38). 

 

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan maka yang 

tercakup dalam kata al-habsu, yang berarti menahan. Kata ini merupakan 

makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata ar-rahn 

berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat 

utang.
18
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Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. h. 1 
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Gadai adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan 

sebagai jaminan/pegangan manakala salah si peminjam tidak dapat 

mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan 

juga sebagai pengikat kepercayaan diantara keduanya, agar si pemberi 

pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya.
19

 

Pengertian gadai seperti diungkapkannya diatas adalah Perjanjian 

antara kedua belah pihak dengan menahan suatu barang sebagai jaminan 

dalam transaksi pinjam meminjam dan barang tersebut dapat diambil 

sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. 

2. Dasar Hukum Gadai Syariah 

Legitimasi gadai dalam al-Quran adalah berdasarkan surat al-

Baqarah ayat 283:  

                          

                                

                   

 

Artinya: “Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 

tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seseorang penulis, 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.(QS. Al-

Baqarah : 383).
20

 

 

Sementara hadis yang menjadi landasan Gadai salah satunya yaitu: 

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a 

berkata:  

                                                             
19

Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, Alfabeta: Bandung, 2011. h. 16 
20

 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, CV Pustaka Setia: Bandung, 2001. h. 161 
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الْمَدِينَةِ عِنْدَ دِرْعًا لَوُ بِ  –صل الله عليو وسلم  –قال : لَقَدْ رَىَنَ النَّبِىُّ  –رضى الله عنو  –عَنْ أنََسٍ 
                                                                      وَأَخَذَ مِنْوُ شَعِيرًا يَ هُودِى  

Artinya: "Rasullulah SAW, telah merungguhkan baju besi beliau kepada 

seorang Yahudi di Madina, sewaktu beliau menghutang syair 

(gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk 

keluarga beliau". (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu 

Majah). 

 

Para ulama sepakat bahwa Gadai diperbolehkan, tetapi tidak 

diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling 

mempercayai.
21

 Maka dari itu, adanya gadai ditengah-tengah masyarakat 

cukup berpengaruh dalam kehidupan, namun hal tersebut hanya dijadikan 

sebagai faktor ketika manusia dalam kesulitan dalam hal pinjam 

meminjam. 

3. Fatwa Dewan Syariah Yang Mengatur Gadai Syariah (Rahn) 

a. Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn 

b. Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas 

c. Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah 

d. Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah 

e. Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh)
22

 

 

 

 

 

                                                             
21

 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, CV Pustaka Setia: Bandung, 2001. h. 161  
22

 Zainudin Ali, Hukum Gadai., h. 109 
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4. Mekanisme Penetapan Biaya 

a) Penggolongan Pinjaman (Marhun Bih) dan Biaya Administrasi 

Tabel 3.1 Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi 

Golongan 

Marhun Bih 
Plafon Marhun Bih 

Biaya Administrasi 

Per-SBR 

A 20.000-150.000 500 

B 151.000-500.000 3.000 

C 501.000-1000.000 5.000 

D 1005.000-5000.000 10.000 

E 5010.000-10.000.000 15.000 

F 
10.050.000-

20.000.000 
25.000 

G 
20.100.000-

50.000.000 
30.000 

H 
50.100.000-

200.000.000 
30.000 

 

Golongan pinjaman terbagi ke dalam 8 (delapan) golongan dan 

mempunyai presentase pencairan dananya kurang lebih 90% dari nilai 

taksiran barang gadai. Nilai taksiran ini juga digunakan sebagai dasar 

perhitungan penetapan besarnya jasa simpanan, yang ditentukan dalam 

Surat Edaran (SE) Direksi Perum Pegadaian. 

Jumlah Minimum uang pinjaman (marhun bih) per-SBR adalah 

Rp20.000,00 s.d. Rp150.000,00. Uang pinjaman yang dicairkan dan 

sampai ke tangan nasabah (rahin) ini besarnya tidak sama sebagaimana 

yang tertera dalam Surat Bukti Rahn (SBR), karena masih mendapat 
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potongan untuk biaya administrasi yang diperuntukkan bagi ansuransi 

penyimpanan barang, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. 

b) Tarif Jasa Simpanan (Ijarah) 

Tarif Jasa Simpanan (Ijarah) mencakup biaya pemakaian spasce 

dan pemeliharaan barang gadaian yang dijaminkan (marhun). Tarif 

jasa simpanan dibedakan antara jenis-jenis barang gadaian (marhun) 

dengan ketentuan, yaitu: 

1) Tarif ijarah dihitung dari nilai taksiran barang gadaian yang 

dijadikan jaminan (marhun); 

2) Jangka waktu pinjaman ditetapkan 120 hari, yaitu tarif jasa simpan 

dengan kelipatan 10 hari (1 hari dihitung 10 hari), dengan rumus 

sebagai berikut.
23

 

 

Tabel 3.2 Tarif Jasa Simpan (Ijarah) 

Jenis Marhun Perhitungan Tarif 

Emas 
Taksiran/Rp 10.000 x Rp85 x Jangka 

Waktu/10 

Elektronik dan Alat 

Rumah Tangga Lainnya 

Taksiran/Rp 10.000 x Rp90 x Jangka 

Waktu/10 

Kendaraan (Mobil & 

Motor) 

Taksiran/Rp 10.000 x Rp95 x Jangka 

Waktu/10 

 

 

 

                                                             
23

 Zainuddin Ali, Hukum Gada., h. 72-73 
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c) Perhitungan taksir harga marhun emas lelang ini dapat dicontohkan 

sebagai berikut: 

Berat marhun emas  : 15 gram 

Karatase marhun emas  : 24 karat 

Harga standar emas  : Rp. 600.000,- 

Maka perhitungan taksiran harganya adalah: 

Berat x Karatase/ 24 x Harga standar emas 

15 gram x 24/24 x Rp. 600.000,- = Rp. 9.000.000,-
24

 

 

5. Harga Minimum Lelang 

Sebelum penjualan lelang dilakukan oleh pegadian, marhu harus 

ditaksir ulang menurut peraturan taksiran yang berlaku pada waktu 

transaksi (akad). Berikut mekanisme penaksiran barang: 

Dalam hal ini, besar kecilnya pinjaman yang diberikan kepada 

nasabah, tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir 

menilai barang tersebut. petugas penaksir sebaiknya orang-orang yang 

sudah mempunyai keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan 

penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Jasa yang ditaksir 

biasanya meliputi semua barang yang bergerak dan tidak bergerak. 

Untuk barang bergerak, murtahin (petugas penaksir) melihat Harga 

Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku, Melihat Harga Pasar Setempat 

(HPS) dari barang karena harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini 

                                                             
24

 Abdul Ghofur Ansori, Gadai Syariah, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

2011), h. 165 
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selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, 

murtahin menguji kualitas marhun, dan terakhir murtahin menentukan 

nilai taksir barang jaminan. 

Untuk Barang yang tidak bergerak, murtahin bisa meminta informasi 

ataupun sertifikat tanah/pekarangan kepada rahin untuk mengetahui 

gambaran umum marhun, murtahin/ penaksir dapat melihat langsung atau 

tidak langsung kondisi marhun ke lapangan, murtahin /petugas penaksir 

melakukan pengujian kualitas marhun/barang jaminan, maka murtahin/ 

petugas penaksir menentukan niali taksir. 

Penetapan harga penjualan (lelang) barang gadai adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika taksiran ulang lebih rendah dari uang pinjaman (selanjutnya 

disebut UP) + Jasa simpanan (Ijarah) (selanjutnya disebut JS), maka 

barang gadai (marhun) harus dijual serendah-rendahnya berdasarkan 

rumus: UP + JS + Biaya penjualan yang dibulatkan menjadi ratusan 

rupiah penuh. Jika ada kemungkinan menimbulkan kerugian 

peusahaan (murtahin)/nasabah (rahin), maka barang ditunda 

penjualannya, dan petugas menghubungi pemilik barang (rahin) agar 

melakukan penebusan atau mencicil, atau meminta tambahan marhun 

sebesar kekurangan dari perhitungan ulang penjualan terhadap marhun 

tersebut. 

b. Jika taksiran ulang lebih tinggi dari UP + JS maka marhun harus dijual 

dengan harga serendah-rendahnya sebesar: UP menurut taksiran ulang 
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+ jasa simpanan penuh dari UP menurut taksiran ulang + biaya 

penjualan, dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh. 

c. Jika CPS melaksanakan lelang, maka biaya yang dikenakan terhadap 

penjualan tersebut hanya biaya penjualan sebesar 1% dari harga 

minimal penjualan. 

d. Uang kelebihan 

Uang kelebihan penjualan adalah selisih antara harga lakunya 

penjualan dikurangi (-) UP + Jasa Simpan + Biaya Penjualan. 

Perhitungan uang kelebihan dimaksud, adalah sebagai berikut
25

: 

Harga Lakunya Penjualan 

(HLP) 

 Rp2.000.0000,00 

Uang Pinjaman Rp1.000.000,00  

Jasa Simpanan Rp   150.000,00    

Biaya Penjualan Rp     20.000,00  

  Rp1.170.000,00 (-) 

Uang Kelebihan  Rp   830.000,00 

   

B. Lelang 

1. Pengertian Lelang 

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu vendu, sedangkan 

dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah auction. Istilah lainnya 

merupakan terjemahan dari bahsa Belanda openbare verkooping, openbare 

veling, atua openbare verkopingen, yang berarti “lelang” atau “penjualan 

di muka umum”.
26

 

                                                             
25

 Ibid., h. 73-74 
26

 Rachmadi Usman, Hukum Lelang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 19 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istilah 

“lelang” dijelaskan sebagai berikut: Lelang adalah penjualan dihadapan 

orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat 

lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang.
27

 

Lelang dalam Islam adalah apabila waktunya telah habis (jatuh 

tempo), orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi 

hutangnya, jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengijinkan barangnya 

dijual untuk kepentingan pelunasan tersebut, maka hakim berhak 

memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan 

hutang tersebut.
28

 

Model lelang dalam sistem jual beli Islam pun dikenal, asal apa 

yang dilakukan dengan memberikan harga dan penawaran bukan sebagai 

upaya penipuan bahwa harga barang supaya tinggi yang sebenarnya tidak 

diinginkan oleh penawar yang terlibat. Artinya, dalam transaksi syar’i apa 

yang dilakukan memang benar-benar transaksi. Disinilah gharar atau 

penipuan terhindar.
29

 

Harga tetinggi peserta lelang akan menjadi harga lelang, setelah 

ditetapkan oleh petugas lelang maka barang tersebut telah menjadi milik 

peserta lelang. Jika hasil lelang belum dapat menutupi uang pinjaman 

nasabah, maka nasabah masih mempunyai kewajiban untuk melunasinya. 

                                                             
27

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 510 
28

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. Jilid 12. Alih Bahsa H. Kamaluddin, (Bandung: PT. Al-

Ma’arif, 1996), h. 14 
29

Asep Saepudin, dkk, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis,(Jakarta: Kencana 

PrenadaMedia Group, 2013), h. 256 
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Begitu juga sebaliknya ketika hasil lelang mempunyai nilai lebih dari uang 

pinjaman nasabah, maka pihak Pegadaian akan mengembalikan 

kelebihannya.
30

 

Dari berbagai pengertian di atas, diketahui lelang adalah penjualan 

barang dihadapan umum dimana barang tersebut digunakan untuk 

kepentingan pelunasan dengan memberikan harga dan penawaran barang  

yang terhindar dari unsur penipuan. 

2. Dasar Hukum Lelang 

Pada prinsipnya, Syariah Islam memperbolehkan penjualan dengan 

cara lelang. Praktik lelang dalam bentuknya yang sederhana pernah 

dilakukan oleh Nabi SAW Sebagaimana salah satu hadis yang 

memperbolehkan lelang sebagai berikut: 

الِكٍ أَنَّ رجَُلًً مِنْ الْْنَْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَسْألَُوُ فَ قَالَ لَكَ فِي عَنْ أنََسِ بْنِ مَ 
 مَا قاَلَ بَ يْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَ لَى حِلْسٌ نَ لْبَسُ بَ عْضَوُ وَنَ بْسُطُ بَ عْضَوُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيوِ الْمَاءَ قَالَ ائتِْنِي بِهِ 

 فَ قَالَ رجَُلٌ أنَاَ فَأتَاَهُ بِهِمَا فأََخَذَىُمَا رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ بيَِدِهِ ثمَُّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي ىَذَيْنِ 
ىُمَا بِدِرْىَمَيْنِ فَأَعْطاَىُمَا آخُذُىُمَا بِدِرْىَمٍ قَالَ مَنْ يَزيِدُ عَلَى دِرْىَمٍ مَرَّتَ يْنِ أَوْ ثَلًَثاً قَالَ رجَُلٌ أنَاَ آخُذُ 

رْىَمَيْنِ فَأَعْطاَىُمَا الْْنَْصَارِيَّ   إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّ

Artinya: “Dari Anas Bin Malik Ra bahwa ada seseorang laki-laki Anshar 

yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepda 

Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya. ”apakah dirumahmu 

tidak ada sesuau ?” Lelaki itu menjawab, “Ada sepotong kain, 

yang dikenakan yang lain untuk alas duduk, secangkir untuk 

meminum air”. Nabi SAW bertanya, “Saya mau membelinya 

dengan harga satu dirham”. Nabi SAW Bertanya lagi, “Ada 

yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi SAW 

menawarkan hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang 

sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga 

dua dirham”. Maka Nabi SAW memberikan dua barang itu 

kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu 

                                                             
30

Andrian Sutendi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 211 
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danmemberikan dua barang itu kepadanya dan beliau 

mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada 

lelaki Anshar tersebut. (HR. Tirmizi).
31

 

 

Sebagian Ulama seperti an-Nakha’i memakhruhkan jual beli 

lelang, dengan dalil hadis dari sufyan bin Wahab bahwa dia berkata: 

 سَمِعْتُ رَسُولَ الِله نَ هَى عَنْ بَ يْعِ الم زَُايَدَةِ 
 

Artinya: “Aku mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli lelang”. 

(HR. Al-Bazar).
32

 

 

Kegiatan atau penjualan dengan cara lelang diperbolehkan dalam 

Islam, asalkan memang benar-benar seperti yang terjadi di masa 

Rasulullah SAW. Artinya, syari’at Islam dengan berbagai pertimbangan 

yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk 

mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara seperti apa selama 

cara yang dilakukan masih berada dalam garis syari’at yang dihalkan. 

Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata 

aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan 

yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecuangan-

kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang. 

3. Rukun dan Syarat Lelang 

Agar dalam pelaksanaan lelang atau jual beli barang yang menjadi 

tanggungan itu sah dan dapat dibenarkan oleh agama maka diperlukan 

rukun yang harus dipenuhi.
33
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Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 86 
32

Mardani, Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari’ah,(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
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Adapun rukun pelelangan yang disepakati oleh para ulama adalah: 

1. Aqid (Orang yang mengadakan pelelangan), yaitu pihak yang melelang 

dan membeli barang. 

2. Ma’qud ala’ih (uang dan barang yang menjadi tanggungan yang akan 

dilelang) 

3. Sighat (akad pelelangan) 

Syarat-syarat pelelangan yang harus dipenuhi dalam pelelangan 

adalah yang berhubungan dengan orang yang melelang dan barang 

yang dilelang serta sighat (akad). 

a) Syarat Akid (orang yang melelang dan pembeli) 

Mengenai orang yang melelang dan pembeli harus 

mempunyai syarat cakap melakukan tindakan hukum tukar 

menukar benda. Apabila berakal seht dan mumayiz (mencapai 

umur 7 tahun) orang yang ditaruh dibawah pengampuan dengan 

alasan amat dungu atau pemboros seperti Mumayiz. Tetapi 

tindakan-tindakan hukum  sebelum baliq (15 tahun) diperlukan izin 

dari waliya, bagi yang berada dibawah pengampuan diperlukan izin 

pengampuan apabila wali atau pengampu tidak mengizinkan 

perjanjian batal. 

Syarat ini terbagi atas dua bagian,
34

 yaitu : 

1) Syarat umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap 

akad 

                                                             
34
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2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harusada pada sebagian akad, 

dan tidak diisyaratkan pada bagian lainnya, syarat khusus pada 

pelelangan perlu diperhatikan pada penawaran lelang dengan 

harga tertinggi sehingga tidak mengandung Riba. Riba yang 

dimaksudkan yaitu ketika sudah ad penawar lelang secara ridho 

dengan disertai ketukan pejabat lelang masih ada yang 

mengajukan penawaran maka penawaran tidak diizinkan 

sebagai pemenang lelang. 

b) Ma’qud alaih (barang atau uang yang akan dilelang) 

Untuk sahnya pelelangan barang lelang harus memenuhi 

syarat yaitu: 

1) Merupakan barang atau benda bernilai menurut ketentuan 

hukum syara’ 

2) Sudah terwujud pada saat perjanjian 

3) Mungkin diserahkan seketika pada pembeli 

4. Sighat  

Harus berupa barang atau benda nyata. 

a) Pembuktian hak dan tanggungan utang atas barang yang akan 

dilelang 

b) Barang yang menjadi tanggungan utang bisa dilelang apabila 

pelunasan utang sudah tiba masanya. 

Syarat dan rukun yang dijelaskan di atas memberikan acuan 

agar melakukan suatu transaksi tetap berdasarkan dengan syariat 
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Islam. Dengan adanya syarat maka dapat terciptanya suatu 

pelelangan dengan tidak merugikan pihak lain. Jika tidak adanya 

beberapa dari syarat yang dijelaskan maka proses pelelangan tidak 

sah untuk dilaksanakan. 

 

4. Proses Pelelangan Barang 

Pelelangan dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah 

memberitahukan kepada rahin paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal 

penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan 

masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya. Pelelangan 

dimaksud mempunyai keentuan sebagai berikut: 

a. Ditetapkan harga barang oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan 

margin 2% untuk pembeli. 

b. Harga penawar yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan 

karena dapat menyebabkan kerugian bagi rahin. Karena itu, pihak 

pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih 

beberapa orang pembeli. 

c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dariharga 

jual, biaya pinjaman 4 (empat) bulan, dan sisanya dikembalikan 

kepada rahin.  

d. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan 

oleh pihak pegadaian kepada baitul mal.
35
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C. Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi 

Dalam membahas perspektif Islam, ada satu titik awal yang benar-

benar harus kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu 

seesungguhnya bermuara kepada aqidah Islam, yang bersumber dari 

syariatnya. Sedangkan dari sisi lani ekonomi Islam bermuara pada Al-

Quran al Karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.
36

 

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani (Greek): Oikos dan 

Nomos. Oikos berarti rumah tangga (house-hold), sedangkan nomos 

berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dengan demikian secara 

sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, 

atau cara pengelolaan suatu rumah tangga. Dalam bahasa Arab, ekonomi 

sering diterjemahkan dengan al-iqtishadyang berarti hemat, dengan 

perhitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara 

implisit. Jadi, ekonomi adalah mengatur urusan rumah tangga. 

EkonomiIslam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan 

mengimplementasi sumberdaya material untuk memenuhi kebutuhan dan 

kesejahteraan manusia, di mana penggalian dan penggunaan itu harus 

sesuai dengan syari’at Islam. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang 

berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi dan konsumsi serta kegiatan 

lain dalam kerangka mencari ma’isyah (penghidupan individu maupun 
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kelompok/Negara) sesuai dengan ajaran Islam (Al-Qur’an dan Al-

Hadits).
37

 

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber 

dari Alqur’an dan Hadis yang mengatur urusan perekonomian umat 

manusia.
38

 Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi 

yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam 

melaksanakan kewajiban kepada Allah (HablumminAllah) dan kewajiban 

kepada sesama manusia (Hablumminannas).
39

 

Para ahli atau ekonomi Muslim pun beraneka ragam dalam 

mengartikannya diantaranya: 

a. Halide berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-

dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah 

yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. 

b. M. akram Khan yang dikutip dawam Raharjo, mendifinisikan ekonomi 

Islam sebagai ekonomi yang bertujuan untuk menyelidiki keberhasilan 

manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber-sumber di 

bumi atas dasar kerja dan partisipasi. 

Namun dengan demikian secara garis besar, definisi ekonomi Islam 

dapat disederhanakan menjadi tiga pengertian sebagai berikut: 

a. Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan 

mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan 
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dan kesejahteraan manusia, di mana penggalian dan penggunaan itu 

harus sesuai dengan syariat Islam.  

b. Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang 

bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam 

melaksanakan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesame 

manusia. 

c. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara 

produksi, distribusi dan konsumsi.
40

 

 Atas dasar pengertian-pengertian diatas maka Ekonomi Islam 

adalah kegiatan berproduksi, berdistribusi, dan konsumsi dari sumber daya 

material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia sesuai 

dengan ajaran Al-Qur’an dan Hadits dimana Ekonomi Islam merupakan 

bentuk usaha yang bernilai ibadah dan suatu amanah. 

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan social yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-

nilai Islam. Atas dasar dan merujuk pada nilai-nilai dasar Islam inilah, 

maka dalam pelaksanaan Ekonomi Islam tersebut dikenal dengan istilah 

prinsi-prinsip Ekonomi Islam. 
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Prinsip-prinsip dasar Ekonomi Islam adalah: 

a. Kebebasan individu 

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat 

atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah 

Negara Islam. 

b. Hak terhadap harta 

Islam mengakui hak individu untukmemiliki harta. Walaupun begitu ia 

memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan 

kepentingan masyarakat umum. 

c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar 

Islam mengakui adanya ketidaksaan ekonomi diantara orang perorang 

tetapi ridak membiarkan menjadi bertambah luas, ia mencoba 

menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil 

tidak berlebihan. 

d. Keamanan social 

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi mendukung dan 

menggalakkan kesamaan social tahab bahwa kekayaan Negara yang 

dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat 

saja. 

e. Jaminan social  

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah Negara 

Islam dan setiap warga negara  dijamnin untuk memperoleh kebutuhan 

pokoknya masing-masing 
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f. Distribusi kekayaan secara meluas 

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu 

orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan 

masyarakat. 

g. Larangan menumpuk kekayaan  

Ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harga kekayaan 

secara berlebihan dan mengambil llangkah-langkah yang perlu untuk 

mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidakk terjadi 

dalam Negara. 

h. Larangan terhadap organisasi anti social 

Ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan anti sosial 

yang terdapat dalam masyarakat. 

i. Kesejahteraan individu dan masyarakat 

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial 

masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya 

saling bersaing dan bertentangan antara mereka.
41

 

Yusuf Al-qardhawi menyatakan prinsip-prinsip ekonomi Islam 

sebagai berikut: 

a. Ekonomi Islam menghargai nilai harta benda dan kedudukannya dalam 

kehidupan. 
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b. Ekonomi Islam merupakan keyakinan bahwa harta sebenarnya milik 

Allah, sedangkan manusia hanya memgang amanah atau pinjaman 

dari-nya 

c. Ekonomi Islam mengakui hak kepemilikan pribadi dan memelihara-

nya.
42

 

       Didalam prinsip dasar ekonomi Islam memuat nilai-nilai Islam, antara 

lain: 

a. Nilai dasar pemikiran, menurut system ekonomi Islam, 

1) Kepemilikan bukanlah penguas mutlak atas sumber-sumber 

ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya 

untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut. 

2) Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benta terbatas pada 

lamanya manusia tersebut hidup di dunia. 

3) Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau hajat 

hidup orang banyak harus menjadi milik umum.
43

 

b. Keseimbangan 

Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan 

menjauhi sikap pemborosan. Seperti yang terdapat dalam QS. Ar-

Rahman ayat 9 yang berbunyi: 

               

Artinya:“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah 

kamu mengurangi neraca itu”.
44
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c. Keadilan 

Nilai keadilan sangat penting dan ajaran Islam terutama dalam 

kehidupan hukum sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan 

harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, 

konsumen dan sebagainya.
45

 

d. Kejujuran dan tepat janji. Segala perbuatan seseorang harus 

mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan, serta 

mutu, dan selalu menepati janjinya.
46

 

 

Dari pengertian diatas diketahui bahwa prinsip-prinsip ekonomi 

Islam berpatokan kepada Al-quran dan As-Sunah, prinsi-prinsip tersebut 

menekankan kepada kehidupan sosial. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan 

secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ini 

ditengah masyarakat.
47

 Penelitian lapangan mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, 

individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.
48

 Pada penelitian ini, 

peneliti akan meneliti tentang Konsep Harga Lelang Menurut Persepektif 

Ekonomi Islam Pada Unit Pegadaian Syariah 15 A Iringmulyo Kota 

Metro. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang.
49

 

Menurut Morissan penelitian deskriptif adalah penelitian sosial 

yang bertujuan untuk menjelaskan situasi atau peristiwa. Peneliti 

mengamati sesuatu (objek penelitian) dan kemudian menjelaskan apa 
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yang diamatinya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan suatu 

kondisi tertentu.
50

 

Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. 

Misalnya; perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistik dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa.
51

 

Berdasarkan pendapat di atas peneliti mengasumsikan bahwa 

deskriptif kualitatif adalah suatu upaya yang dilakukan peneliti untuk 

mengamati suatu objek penelitian kemudian menjelaskan situasi atau 

peristiwa yang terjadi dengan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-

kata dan bahasa yang mudah dipahami serta menyajikan data seteliti 

mungkin sesuai dengan Fakta dilapangan terkait dengan Konsep Harga 

Lelang Menurut Presepektif Ekonomi Islam Pada Unit Pegadaian Syariah 

15 A Iringmulyo Kota Metro. 

B. Sumber Data 

Sumber data diartikan sebagai informasi yang diterima tentang suatu 

kenyataan atau fenomena empiris, wujudnya dapat berupa seperangkat ukuran 

(kuantitatif; angka-angka) atau berupa ungkapan kata-kata (kualitatif).
52

 

Sumber data ini bisa berupa orang dan bisa juga benda yang berada dalam 
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wilayah penelitian dimana fenomena terjadi.
53

 Sumber data yang akan 

digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh 

peneliti dari sumber utamanya atau aslinya. Proses pengumpulan data 

dilakukan dengan memperhatikan populasi yang akan dijadikan objek 

utama (sampel) penelitian.
54

 Sumber data primer yang peneliti peroleh 

yaitu data dari Pimpinan Unit Pegadaian Syariah 15 A Iringmulyo Kota 

Metro dengan melakukan wawancara langsung. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, dengan kata lain 

sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data 

primer.
55

 Dalam hal ini sumber data sekunder merupakan sumber data 

pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan oleh data 

primer.
56

 

Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini 

adalah buku-buku diantarannya Azas-azas Marketing karya Basu 

Swastha, Hukum Lelang karya Rachmadi Usman, Fiqh Muamalah karya 
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Hendi Suhendi, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam karya Mustafa 

Edwin Nasution, Hukum Gadai Syariah karya Zainuddin Ali, dokumen-

dokumen, dan skripsi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 

bersangkutan. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
57

 Teknik 

yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian adalah sebagai 

berikut:  

1. Interview/ Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai, 

tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada 

kesempatan lain.
58

 Penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas 

terpimpin. Dalam melakukan teknik wawancara bebas terpimpin, 

pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar 

tentang hal-hal yang akan ditanyakan.
59

 

Sasaran wawancara dalam penelitian ini adalah Pimpinan Unit 

Pegadaian Syariah 15 A Iringmulyo Kota Metro, hal ini untuk menggali 

                                                             
57

 Sugiyono, Metodologi Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 224 
58

 Juliansyah Norr, Metodologi Penelitian, h. 138 
59

 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), h. 115 



34 

 

 

informasi tentang Konsep Harga Lelang Menurut Presepektif Ekonomi 

Islam Pada Unit Pegadaian Syariah 15 A Iringmulyo Kota Metro 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya tertulis, 

sedangkan yang dimaksud dengan teknik dokumentasi adalah suatu cara 

untuk mendapatkan data berdasarkan catatan-catatan.
60

 Secara detail, 

bahan-bahan dokumenter dapat berupa autobiografi, surat pribadi, buku 

atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau 

swasta, data di server atau flashdisk, dan data tersimpan di website.
61

 

D. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini bersifat deskriptif, maka data yang telah terkumpul, 

kemudian dianalisis dan diinterprestasikan dengan menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar 

data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat 

menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.
62

 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir 

induktif, yaitu analisis yang berangkat dari data-data khusus yang diperoleh 

dari Pimpinan Unit Pegadaian Syariah 15 A Iringmulyo Kota Metro, 

kemudian menarik kesimpulan umum mengenai Konsep Harga Lelang 

Menurut Persepektif Ekonomi Islam Pada Unit Pegadaian Syariah 15 A 

Iringmulyo Kota Metro. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro 

1. Sejarah Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro 

Pegadaian Syariah adalah Unit Syariah dari PT Pegadaian. Pegdaian 

pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di 

wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan belanda. Sistem gadai 

tersebut memasuki Indonesia dengan dibawa dan dikembangkan oleh 

orang Belanda melalui perusahaan dagang Belanda bernama Verenigde 

Oostindische Compagnie (VOC) pada sekitar abad ke-19. Bentuk usaha 

pegadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Leening. Bank van leening 

adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan system gadai. 

Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 

1746. Padamasa VOC, Bank Van Leening mempunyai tugas memberikan 

pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu usaha 

pegadaian mengalami beberapa kali perubahan peraturan-peraturan yang 

mengaturnya. 

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan 

Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan 

dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal 

mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (liencentie stelsel). 

Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan 

praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan 
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pemerintah berkuasa (Inggris). Pada tanggal 1 April 1901 didirikan 

pegadaian negara pertama di Sukabumi Jawa Barat. Kemudian pada tahun 

1905 pegadaian berbentuk lembaga resmi “jawatan”. Pada tahun 1961 

bentuk badan hukum berubah dari jawatan menjadi “PN”berdasarkan 

peraturan pemerintah penganti undang-undang (perpu) No. 19 Tahun 1960 

Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961. Selanjutnya bentuk 

badan hukum berubah dari “PN” ke “PERJAN” berdasarkan peraturan 

pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969. Pada tahun 1990 bentuk badan hukum 

berubah dari “PERJAN” ke “PERUM” berdasarkan peraturan pemerintah 

(PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah 

(PP) No. 103 Tahun 2000. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2012 

bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” ke “PERSERO” pada 

tanggal 1 April 2012 berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 51 Tahun 

2011.
63

 

Lahirnya pegadaian syariah sebenarnya berawal dari hadirnya fatwa 

MUI48 tanggal 16 Desember 2003 mengenai bunga bank. Fatwa ini 

memperkuat terbitnya PP No.10/1990 yang menerangkan bahwa misi yang 

diemban oleh pegadaian adalah untuk mencegah praktik Riba, dan misi ini 

tidak berubah hingga diterbitkannya PP No. 103 Tahun 2000 yang 

dijadikan landasan kegiatan usaha perum pegadaian. Berkat rahmat Allah 

SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu 
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konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal 

pembentukan visi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. 

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem 

administrasi modern yaitu azaz rasionalitas, efesiensi dan efektifitas yang 

diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu 

sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau unit 

layanan gadai syariah (ULGS) Sebagai satu unit bisnis mandiri yang 

secara struktural terpisah pengelolaanya dari usaha gadai konvensional. 

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama unit gadai 

syariah (ULGS) cabang dewisartika di bulan januari 2003. 

Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, 

Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga 

september 2003.
64

 

Pada tahun 2008, dimana banyaknya perusahaan gadai syariah 

didirikan. Unit Pegadian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro didirikan  

untuk mengantisipasi pesaing yang telah mendirikan gadai syariah di Bank 

Syariah dan untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
65

 

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah 

a. Visi 

Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan 

sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. 
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Wawancara dengan Bapak Usman sebagai Pimpinan Unit Pegadaian Syariah 

Iringmulyo 15 A Kota Metro pada Tanggal 08-01-2019 pukul 09.07 WIB. 
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b. Misi 

1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh 

pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. 

2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan 

bisnis baru untuk menambah proposi nilai ke nasabah dan 

pemangku kepentingan. 

3) Membrikan service excelence dengan focus nasabah melalui: 

- Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital 

- Teknologi informasi yang handal dan mutakhir 

- Praktek manajemen risiko yang kokoh 

- SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.
66

 

 

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Wawancara Dengan Bapak Usman Sebagai Pimpinan Unit 

(Tanggal 25 Maret 2019). 
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B. Pelaksanaan Konsep Harga Lelang Pada Unit Pegadaian Syariah 

Iringmulyo 15 A Kota Metro 

Konsep harga lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan 

menggunakan harga limit yaitu bias berupa nilai pasar lelang (NPL) atau nilai 

minimum lelang (NML). Pelelangan terjadi apabila barang gadaian sebagai 

jaminan uang pinjaman tersebut tidak ditebus sampai tanggal jatuh tempo dan 

nasabah (pemilik barang) tidak memperpanjang waktu kreditnya. Menurut 

ketentuan yang berlaku di Unit Pegadaian Syariah Kota Metro, pelaksanaan 

lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si pihak pegadaian 

dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan 

memakai batas harga terendah/cadangan. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Usman diperoleh hasil “Harga 

di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan 

penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan 

unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah 

menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan 

menggunakan harga yang adil yaitu harga (yang tidak menimbulkan 

penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan 

pihak lain, adapun konsep harga lelang barang jaminan di Unit Pegadaian 

Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro sebagai berikut
67

: 

1. Pihak pegadaian memberi tahu terlebih dahulu kepada rahin paling lambat 

5 hari sebelum tanggal penjualan. 
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Wawancara dengan Bapak Usman sebagai Pimpinan Unit Pegadaian Syariah 

Iringmulyo 15 A Kota Metro pada Tanggal 25-03-2019 pukul 09.21 WIB. 
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2. Pihak pegadaian hanya memikirkan barang yang akan dijual segera terjual 

dimana yang terpenting barang tersebut laku terjual meskipun nantinya 

belum mencukupi untuk melunasi kekurangan nasabahnya. 

3. Pihak pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga dasar emas yang 

berlaku dipasar setempat melalui internet pada saat dilakukan lelang 

dilaksanakan. 

4. Taksir Ulang Barang 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penaksir barang jaminan pada 

unit pegadaian syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro yaitu jenis barang 

yang dilelang adalah perhiasan emas. Menurut bapak Totok. Harga emas 

mengalami perubahan hampir setiap hari, informasi tentang harga emas 

hari itu diperoleh dengan cara melihat harga pasaran setempat melalui 

internet. Pada tahap proses penaksir ulang emas menggunakan harga pasar 

setempat sebagai harga dasar emas. harga dasar emas setiap harinya 

mengalami perubahan dan fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena harga 

dasar emas berpatokkan pada harga emas dunia sehingga harus di konversi 

ke mata uang rupiah dan sejumlah proses perhitungan untuk memperoleh 

harga emas dalam rupiah dan satuan gram.
68

 

Harga yang diperoleh dengan angka, nantinya akan diperbandingkan 

dengan jumlah total pinjaman yang harus dilunasi nasabah, untuk 

menentukan kebijakan selanjutya. Angka harga jual emas kemudian 
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  Wawancara dengan Bapak Totok sebagai Penaksir Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 

15 A Kota Metro pada tanggal 27-03-2019 pukul 09.54 WIB. 
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dijadikan harga pembuka pada saat pelelangan. Perhitungan taksir harga 

marhun emas lelang ini dapat dicontohkan sebagai berikut: 

 Berat marhun emas  : 15 gram 

 Karatase marhun emas  : 24 karat 

 Harga standar emas  : Rp. 600.000,- 

Maka perhitungan taksiran harganya adalah: 

 Berat x Karatase/ 24 x Harga standar emas 

 15 gram x 24/24 x Rp. 600.000,- = Rp. 9.000.000,- 

 

Berdasarkan contoh perhitungan di atas, hasilnya adalah harga taksir 

untuk perhiasan emas seberat 15 gram dan 24 karat adalah Rp. 9.000.000. 

Setelah marhun selesai ditaksir, selanjutnya menghitung besaran jumlah 

pinjaman nasabah  + biaya ujrah. Lelang akan tetap dilakukan apabila total 

pinjaman nasabah lebih dari Rp. 9.000.000 dan jika kurang dari Rp. 

9.000.000 maka lelang marhun akan ditunda. 

Menurut hasil wawancara oleh bapak Usman bahwa jika hasil dari 

penjualan lelang marhun tidak mencukupi untuk melunasi kekurangan 

nasabah karena dari pihak penaksir salah taksir marhun yang akan dilelang 

maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab penaksir dan nasabah 

yang bersangkutan. 

5. Harga penawar oleh pihak pegadaian dilakukan oleh banyak orang  

6. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh 

pihak pegadaian kepada baitul mal. 
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7. Proses pelelangan 

Perlu diketahui bahwa konsep pelelangan yang dilakukan oleh Unit 

Pegadaian Syariah iringmulyo 15 A Kota Metro sedikit berbeda dengan 

lelang yang terjadi di balai lelang atau kantor pejabat lelang. Konsepnya 

adalah lelang yang sederhana, berikut penggambarannya: 

a. Pengumuman lelang tanpa surat kabar 

b. Jumlah barang yang dilelang hanya berkisar 5-8 barang, dengan total 

nominal penjualan kurang dari RP. 100.000.000,- 

c. Peserta lelang umumnya diisi oleh masyarakat biasa terutama penjual 

emas. 

d. Teknik komunikasi antar calon pembeli dengan panitia lelang bersifat 

tidak begitu formal, namun tetap menjaga etika dalam jual beli. 

 

Pada pelelangan barang jaminan gadai oleh Unit Pegadaian Syariah 

Iringmulyo 15 A Kota Metro, jumlah barang yang dilelang adalah berkisar 

5-8 barang. Setiap barang yang terjual melalui proses tawar menawar antar 

penjual dan pembeli. Tujuan tawar menawar dalam lelang harga naik ialah 

untuk memperoleh angka harga yang terbaik, semakin tinggi harga yang 

yang ditawarkan calon pembeli maka semakin baik. Namun bukan pula 

untuk memperoleh keuntungan lebih, karena porsi dari hasil penjualan 

yang menjadi hak pegadaian syariah sudah ditetapkan, sedangkan 

berapapun besar uang sisa penjualan,akan dikembalikan kepada nasabah 
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pemilik marhun. Apabila dalam setahun tidak diambil maka sisa penjualan 

tersebut akan diserahkan ke baitul mal.
69

 

Lelang barang jaminan adalah suatu bentuk penjualan barang 

didepan umum, kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran 

barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang 

dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan 

kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Namun dalam kegiatan jual 

beli banyak terjadi penyimpangan Syariah baik pelanggaran hak, norma 

dan etika dalam jual beli tersebut dalam hal ini adalah praktek lelang.  

Maka dalam penentuan harga dilakukan juru lelang atas pemintaan penjual 

dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat 

pelelangan baik berupa harga naik maupun harga turun. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Usman diperoleh hasil 

“Lelang barang jaminan di pegadaian Syariah apabila suatu barang 

jaminan yang sudah sampai jatuh tempo tidak dilakukan perpanjangan 

sehingga pihak pegadaian melakukan lelang karena untuk mengembalikan 

uang pinjaman nasabah. Di mana proses lelang barang jaminan menurut 

ekonomi Islam, yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses lelang 

di Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro mengenai rukun 

dan syarat-syarat jual beli sebagai berikut
70

: 
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44 

 

 

1. Rukun Jual Beli 

a. Penjual dan pembeli 

Pelaksanaan lelang barang jaminan di unit pegadaian syariah 

Iringmulyo 15 A Kota Metro telah ditetapkan bahwa pihak yang 

berhak melaksanakan lelang barang jaminan nasabah adalah pihak 

pegadaian, dalam hal ini pihak pegadaian telah menunjuk pegawai 

sebagai petugas lelang. Pelaksanaan lelang akan terjadi apabila 

nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai jatuh tempo, 

maka pihak pegadain akan memberitahukan kepada nasabah bahwa 

barangnya akan dilelang kemudian nasabah dan pihak pegadaian 

menentukan harga barang tersebut setelah terjadi kesepakatan 

maka barang tersebut dilelang. Pembeli dalam proses lelang barang 

jaminan tersebut adalah masyarakat umum yang menjadi peserta 

lelang pada saat terjadinya proses lelang barang jaminan di Unit 

pegadaian syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro. 

b. Uang dan benda 

Proses lelang barang jaminan dilakukan dengan sistem 

pembayaran tunai, sebelum melakukan proses lelang pihak 

pegadaian memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya 

sudah jatuh tempo dan jika nasabah tidak bisa menebus maka 

nasabah bisa melakukan perpanjangan dengan hanya 

membayarselama ujroh (jasa simpan) selama 4 bulan 

sebelumnyasaja. pihak pegadaian syariah menentukan harga 
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minimum dari proses lelang tersebut ditentukan oleh pegadaian 

hanya mengambil uang pinjaman, ujroh (jasa simpan) dan biaya 

lelang (2% dari uang pinjaman) dan jikaterdapat uang kelebihan 

dalam proses lelang maka uang kelebihan tersebut merupakan hak 

nasabah ataupun jika terdapat kekurangan nasabah tersebut harus 

membayar, tetapi dipegadaian syariah kebanyakan nasabah tidak 

mau membayar,tetapi jika uang kelebihan tersebut tidak diambil 

oleh nasabh selama 1 tahun uang kelebihan tersebut tidak diambil 

nasabah maka uang tersebut diserahterimakan ke lembaga ZIS 

(zakat,infaq dan sodaqah) 

c. Ijab dan qabul atau serah terima 

Dalam jual beli lelang barang jaminan harus ada ijab dan 

qabul ditandai dengan pernyataan kehendak berupa harga yang 

ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah selaku penjual dan 

kesedian oleh pembeli dengan satu harga yang mereka 

sepakati.serah terima yang diperjualbelikan dilakukan setelah 

terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang kemudian 

timbul kewajiban bagi pembeli untuk membayar dan penjual 

menyerahkan barang tersebut. 

2. Syarat jual beli 

a. Tentang subjek 

Penjual dan pembeli yang telah balig, berakal dan atas 

kehendak sendiri yang memiliki pengetahuan tentang proses jual 
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beli yang akan dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai 

kemampuan memilih karena tidak sah jual beli yang dilakukan 

oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang 

dipaksa. 

b. Tentang objek 

Barang yang dilelang adalah milik sendiri, bukan barang 

curian dan haruslah bersih, bersih barangnya disini adalah terbebas 

dari najis maupun bebas dari golongan barang yang diharamkan. 

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka barang jaminan di 

pegadaian syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro hanya menerima 

barang yang bernilai ekonomis seperti Emas, kendaraan (mobil, 

motor), alat elektronik (hp, laptop). 

c. Manfaat dari barang jaminan 

Barang jaminan yang terdapat pada pegadaian syariah dapat 

dikategorikan sebagai barang yang memiliki nilai ekonomis, hal ini 

dilakukan pegadaian syariah apabila nasabah tersebut tidak dapat 

memenuhi kewajibannya padawaktu yang telah ditentukan maka 

barang tersebut akan dilelang dan pada waktu terjadinya lelang 

barang jaminan tersebut tetap mempunyai nilai ekonomis. 

d. Milik sendiri 

Dikarenakan barang yang akan dilelang merupakan milik 

nasabah yang hanya dijadikan barang jaminan dan nasabah 

diberitahukan bahwa barang barang yang sudah jatuh tempo dan 
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pada saat proses lelang barang jaminan tersebut yang berhak 

melakukan adalah pihak pegadaian selaku pemilik kuasa barang 

jaminan milik nasabah.  Sebelum terjadi pelelangan antara nasabah 

dan pihak pegadaian telah meyepakati tentang kesepakatan harga 

barang jaminan yang akan dilelang. 

e. Mengetahui barang yang akan dilelang 

Para pembeli dapat melihat secara langsung barang jaminan 

yang akan dilelang, untuk menghindari unsur penipuan sebelum 

terjadi kesepakatan harga, barang jaminan tersebut ditimbang 

kembali pada waktu proses lelang. Mengenai pembayaran, peserta 

lelang akan mengetahui harga kesepakatan jual beli yang harus 

dibayar karena panitia lelang akan memberitahukan 

danmenyebutkan harga kesepakatan terakhir jual beli, kemudian 

pembeli membayar tanpa dikenakan biaya tambahan.
71

 

 

C. Analisis Konsep Harga Lelang Pada Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 

15 A Kota Metro 

Bedasarkan konsep harga lelang pada Unit Pegadaian Syariah 

Iringmulyo 15 A Kota Metro yaitu: 

1. Peberitahuan Barang Jaminan yang akan dilelang 

Sebelum melakukan pelelangan terhadap marhun maka pihak 

pegadaian memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah yang 

bersangkutan selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelelangan. Pihak 

                                                             
71
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pegadaian menawarkan terlebih dahulu ukepada nasabah untuk 

mengajukan surat perpanjangan, apabila pihak nasabah tidak berkenan 

maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Usman bahwa pihak 

pegadaian akan memberitahu terlebih dahulu kepada nasabah untuk barang 

jaminan yang akan dilelang dengan alasan sudah hampir jatuh tempo. 

Kemudian pihak nasabah melakukan penawaran kepada nasabah untuk 

melakukan perpanjangan. Selanjutnya apabila tidak ada tanggapan dari 

pihak nasabah maka barang tersebut akan dilelang guna untuk menutupi 

kekurangan nasabah.
72

 

Melihat hal diatas, menurut lelang barang dalam islam yaitu 

pelelangan dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan 

kepada rahin paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan. 

Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing 

alamat atau melalui telepon dan lainnya.
73

 Maka untuk proses pertama 

pelelangan barang jaminan yang akan dilelang pada Unit Pegadian Syariah 

Iringmulyo 15 A Kota Metro sudah sesuai dengan konsep lelang syariah. 

2. Tujuan Penetapan Harga Barang Jaminan yang akan dilelang 

Tujuan utama dilakukannya penetapan harga barang jaminan yang 

akan dilelang yaitu untuk memperoleh hasil penjualan barang yang akan 

dilelang dilelang dapat menutupi kekurangan angsuran nasabah. 
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Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Usman, pada Unit 

Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro bahwa pada saat 

pelaksanaan lelang barang jaminan pihak pegadaian selalu mengupayakan 

untuk  mendapatkan tawaran harga diatas harga dasar barang jaminan 

lelang yang sudah di tentukan supaya hasil dari penjualannya dapat 

menutupi kekurangan angsuran nasabah. Namun, itu bukan menjadi 

prioritas pihak pegadaian untuk mengambil keputusan penjualan barang 

jaminan lelang. Yang terpenting yaitu barang yang akan dijual segera laku 

terjual.
74

 

Menanggapi hal diatas bahwa di sini pihak pegadaian tidak 

memikirkan dampak dari penjualan tersebut, dengan hanya mementingkan 

barang tersebut segera terjual maka terdapat pihak yang yang dirugikan 

yaitu nasabah, karena dari hasil penjualan mungkin masih belum cukup 

untuk menutupi hutang nasabah, yang pada akhirnya akibatnya nasabah 

masih menanggung kekurangannya tersebut.  

Menurut prinsip ekonomi Islam nilai keadilan sangat penting dan 

ajaran Islam terutama kehidupan hukum sosial, politik dan ekonomi. 

Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti 

proses distribusi, konsumen dan sebagaianya.
75

 Selain itu jika ada 

kemungkinan menimbulkan kerugian peusahaan (murtahin)/nasabah 

(rahin), maka barang ditunda penjualannya, dan petugas menghubungi 

pemilik barang (rahin) agar melakukan penebusan atau mencicil, atau 
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meminta tambahan marhun sebesar kekurangan dari perhitungan ulang 

penjualan terhadap marhun tersebut.
76

 

3. Penentuan Harga Dasar Barang Jaminan yang akan dilelang 

Dalam lelang, harga menjadi salah satu aspek yang penting dalam 

jual beli, karena harga merupakan nilai dari suatu barang. Proses 

penetapan harga dapat menentukan apakah keuntungan atau kerugian yang 

akan diperoleh penjual dan pembeli. Proses penetapan harga dasar dalam 

transaksi lelang adalah hal terpenting untuk mencapai kesepakatan harga 

lelang. 

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Usman yaitu pihak Unit 

pegadaian syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro menentukan harga dasar 

terlebih dahulu terhadap barang jaminan yang akan dilelang dengan 

mengacu pada harga dasarpusat dan harga pasar setempat melalui internet. 

Artinya tidak terjun langsung ke dalam pasar. 

Dapat disimpulkan bahwa penentuan harga dasar pada Unit 

Pegadaian syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro menyimpang dengan 

proses lelang dalam Islam, karena proses penaksiran barang melihat Harga 

Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku, Melihat Harga Pasar Setempat 

(HPS) dari barang karena harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini 

selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
77

 Maka dari 

itu untuk memastikan agar harga dasar sesuai dengan harga pasar setempat 

itu perlu terjun secara lagsung ke dalam pasar untuk melakukan survei 
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harga pada saat itu, supaya harga dasar yang akan diputuskan semakin 

jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam prosesnya. Tidak 

dipungkiri bahwa harga barang setiap harinya dapat berubah-ubah 

terutama emas atau perhiasan. Selain itu harga barang setiap toko 

mempunyai selisih harga. 

4. Taksir ulang barang 

Penaksiran terhadap barang jaminan perlu dilakuakan ketika akan 

melelang suatu barang, penaksir menentukan taksiran atas barang jaminan 

yang diserahkan oleh nasabah. Taksiran yang baik akan menghasilkan 

hasil yang baik pula. Begitupun sebaliknya. 

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Totok selaku penaksir, 

bahwa dalam pelaksanaan proses penaksiran merujuk pada mekanisme 

penaksiran barang menurut syariah. selain itu dalam prosesnya tentu saja 

akan selalu terjadi kendala atau hambatan yang diterima oleh penaksir, 

dalam menggadaikan barang jaminan, nasabah seringkali menghitung nilai 

historis dari barang yang dijaminkannya, seperti bagaimana ia 

mendapatkan barang tersebut, atau seberapa pentingnya barang tersebut 

bagi nasabah. Penaksir sebagai petugas yang memiliki fungsi bagi 

kelancaran proses lelang, juga harus bertanggungjawab terhadap 

setiapkeputusan yang telah diambil, tidak terkecuali tanggungjawab 

terhadap kesalahan taksir. 

Menurut hasil wawancara oleh bapak Usman bahwa jika hasil dari 

penjualan lelang marhun tidak mencukupi untuk melunasi kekurangan 
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nasabah karena dari pihak penaksir salah taksir marhun yang akan dilelang 

maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab penaksir dan nasabah 

yang bersangkutan. 

Dapat disimpulkan bahwa pada umumnya setiap orang harus 

bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh karna itu bertanggungjawab 

dalam pengertian hukum berarti suatu keterkaitan, dengan demikian 

tanggungjawab hukum sebagai keterkaitan terhadap  ketentuan-ketentuan 

hukum. Begitu pula dalam pertanggung jawaban seorang penaksir dalam 

hal terjadi kesalahan taksir objek barang jaminan gadai harus bertanggung 

jawab penuh. Melihat hasil wawancara oleh bapak Usman, pihak Unit 

Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro belum sesuai dengan 

prinsip ekonomi Islam, yaitu tentang prinsip keadilan, di sini terlihat jelas 

bahwa kesalahan penaksir masih dilimpahkan kepada nasabah yang 

bersangkutan, yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab penuh oleh 

penaksir. 

5. Tawar menawar harga barang jaminan yang akan dilelang 

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Usman, Tahap ini terjadi 

pada saat berlangsungnya pelelangan. Ketika para calon pembeli telah 

hadir, maka proses tawar-menawar segera dibuka. Panitia lelang Unit 

Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro menyebutkan keterangan 

barang yang akan dijual. misal emas, maka disebutkan  keterangan berat 

dan karatase emas lalu calon pembeli dipersilahkan untuk melihat dan 

memeriksa secara langsung kondisi barang barang. Penjual lelang dimulai 
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dengan mengumumkan harga pembuka kepada calon pembeli, selanjutnya 

para calon pembeli akan melakukan penawaran harga dengan sistem harga 

naik. 

Menurut Eka salah satu nasabah. Kegiatan pelelangan barang 

jaminan yang telah dilaksanakan oleh Unit pegadaian Syariah Iringmulyo 

15 A Kota Metro dilakukan di lokasi pegadian secara terbuka untuk 

umum. Artinya didalamnya diikuti oleh banyak orang, Proses ini dapat 

dinilai sebagai sikap transparansi pegadaian syariah, pada tahap proses 

tawar menawar dilakukan, yang mana para calon pembeli dipersilahkan 

untuk mengecek sendiri secara teliti kemudian para calon pembeli secara 

pribadi memperkirakan tingkat harga yang layak terhadap barang tersebut 

berdasarkan minat dan selera masing-masing calon pembeli.
78

 

Oleh karena itu, kesepakatan harga akan terjadi ketika tawar 

menawar telah sampai pada harga tertinggi, dalam artian harga yang 

disetujui panitia lelang adalah dari calon pembeli yang menawar harga 

tertinggi dan tidak ada calon pembeli lainnya yang berkeinginan untuk 

menawar lebih tinggi dari itu. 

Dapat disimpukan bahwa untuk tahap ini pada pegadaian syariah 

Iringmulyo 15 A Kota Metro kurang sesuai dengan tahapan pelelangan 

barang jaminan dalam Islam. Karena menurut proses pelelangan barang 

dalam Islam harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak 

diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi rahin. Maka dari 
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itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih 

beberapa orang pembeli.
79

 

6. Sisa kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang 

Uang kelebihan penjualan adalah selisih antara harga lakunya 

penjualan dikurangi uang pinjaman ditambah jasa simpanan dan biaya 

penjualan. 

Menurut hasil wawancara oleh bapak Usman bahwa jika dari hasil 

penjualan terdapat selisih atau kelebihan uang maka uang tersebut berhak 

dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan, dan apabila dalam 

setahun tidak ada tanggapan makan akan diberikan kepada baitul mal. 

Menurut Murdi salah satu nasabah pada Unit Pegadaian Syariah 

Iringmulyo 15 A Kota Metro pada saat proses pelelangan barang jaminan 

beliau tidak melihat secara transparan mengenai adanya kelebihan uang 

dari hasil penjualan, tidak dijelaskan secara terinci. Ia hanya menerima 

uang kelebihan tersebut secara langsung.
80

 

Menanggapi hal di atas, bahwa dari pihak pegadaian seharusnya 

melakukan perhitungan atas adanya uang kelebihan dari hasil penjualan 

secara transparan atau terinci terhadap nasabah yang bersangkutan. 

Menurut ekonomi Islam segala perbuatan seseorang harus 

mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan, serta mutu, 

dan selalu menepati janjinya.
81

 Di dalam peristiwa ini sudah jelas bahwa 
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pihak pegadaian tidak memperhatikan hal tersebut, artinya masih terdapat 

unsur ketidakjujuran. 

7. Proses Pelelangan 

Menurut Eka, pada Unit Pegadain Iringmulyo 15 A Kota Metro pada 

saat akan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tidak 

memberikan kabar melaui surat kabar, sehingga informasi pelaksanaan 

lelang tidak sampai secara merata kepada masyarakat ataupun nasabah 

yang bersangkutan, akibatnya dapat mnimbulkan kecurigaan adanya 

ketidakjelasan (gharar).
82

 

Hal penting lainnya dalam transaksi Islam yang perlu diperhatikan 

ialah transaksi harus terbebas dari gharar salah satunya. Berdasarkan hasil 

wawancara oleh Bapak Usman, Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A 

Kota Metro telah berupaya untuk menjalankan operasionalnya sesuai 

denganketentuan ekonomi Islam. Akan tetapi, perihal minimnya 

pengumuman kepada masyarakat akan berdampak menjadi kurangnya 

kualitas transparansi pihak pegadaian dalam pelaksanaan lelang. 

Seharusnya pihak pegadaian mengupayakan pengumuman informasi 

pelaksanaan lelangnya sebaik mungkin, dan memastikan informasi lelang 

tersampaikan pada masyarakat secara utuh dan menyeluruh, sehingga 

masyarakat yang memiliki minat membeli pada lelang bisa berpartisipasi. 

Dengan demikian, tidak ada kecurigaan terhadap Unit Pegadaian Syariah 

Iringmulyo 15 A Kota Metro melakukan tindakan gharar, atau tidak 
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transparan serta masalah penyimpangan ekonomi Islam lainnya yang 

timbul dari kurangnya transparansi. Sehingga tetap menjunjung salah satu 

peinsip ekonomi Islam yaitu kejujuran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan permasalahan penelitian skripsi, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan mengenai konsep harga lelang menurut perspektif 

ekonomi Islam, yaitu:  

Penerapan konsep harga lelang di Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 

15 A Kota Metro kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena dalam 

proses penentuan harga lelang untuk mencapai harga yang adil perlu 

kesesuaian dengan mekanisme penentuan harga lelang menurut ekonomi 

Islam, di mana masih ditemukan adanya tindakan yang menyimpang dari 

prinsip ekonomi Islam, yaitu kurangnya transparansi pada beberapa proses 

penentuan harga lelang, terdapat unsur ketidakjujuran dari beberapa tahap 

penentuan harga lelang, dan terdapat unsur ketidakadilan, selain itu akibat dari 

pemberitahuan pelelangan tidak melalui surat kabar dapat menimbulkan 

ketidakjelasan (gharar) pada pelelangan tersebut. Sehingga untuk mencapai 

harga lelang yang adil kurang sempurna.  

B. Saran 

Dari penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa hal yang dapat 

dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan keilmuan mengenai 

konsep harga lelang menurut perspektif ekonomi Islam. Dalam hal ini saran 

tersebut adalah: 
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1. Diharapkan ketika menetapkan harga taksiran barang lelang, benar-benar 

berdasarkan perhitungan harga pasar pusat dan harga pasar setempat 

sehingga pembeli atau nasabah nanti tidak merasa dirugikan. 

2. Diharapkan pihak pegadaian lebih selektif dalam menerima barang gadai 

untuk menghindari resiko yang terjadi dikemudian hari. 

3. Pada Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro kualitas 

transparasi pada konsep penetapan harga barang yang akan dilelang harus 

lebih ditingkatkan lagi dan kualitas penerapan pelaksanaan konsep harga 

lelang menurut Ekonomi Islam perlu diperhatikan agar sesuai. Agar tetap 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Unit Pegadaian 

Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro. 
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